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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Singkat Dinas Perkebunan 

Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat merupakan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1950 dengan nama Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor di bawah Kementrian Pertanian.

Pada awal tahun 1953 Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor berkembang menjadi Kantor Karet Rakyat Cabang Jawa Barat, dan pada awal tahun 1956 ditingkatkan menjadi Jawatan Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan PP 64 tahun 1957 terjadi penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada tanggal 28 Mei 1958 dari nama Jawatan Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat diganti menjadi Jawatan Karet Rakyat Daerah (Swatantra) Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di Bogor. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Tanaman Keras Departemen Pertanian tanggal 31 Oktober 1963, Nomor: 44/SK/DTK/AA/63, pada tanggal 8 November 1963 dibentuk Perwakilan Dana Tanaman Keras Jawa Barat.

Sejak tanggal 30 November 1964 sesuai SK Gubernur No.2395/V.10/Peg/64, Jawatan Karet Rakyat Dati I Jawa Barat dan Perwakilan Dana Tanaman Keras Jawa Barat yang semula berkedudukan di Bogor dipindahkan ke Bandung.

Pada tahun 2002 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 821.23/SK.354-A/Peg/2002 tanggal 26 Maret 2002, Seksi Pasca Panen dan Pemasaran pada Sub Dinas Bina Usaha mengalami perubahan menjadi Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Produk Primer.

Pada tahun 2002 juga, ditetapkan 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perkebunan yaitu Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Balai Pengembangan Tanaman Perkebunan.

2.1.1  Visi dan Misi Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan menetapkan visi: “Terwujudnya perkebunan yang produktif dan berdaya saing tinggi dengan mendukung sumber daya manusia (SDM) yang professional pada tahun 2010”.

Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan tersebut, sebagai penjabarannya maka ditetapkan misi sebagai berikut: 

1. Mengembangkan kemandirian masyarakat perkebunan melalui SDM, Penetapan IPTEK dan Pengembangan Kelembagaan Usaha
2. Mengembangkan  iklim  usaha yang  kondusif dengan  menciptakan ketenangan dan kepastian berusaha.

3. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) perkebunan dengan menggali, memantapkan dan melindungi lahan serta tanaman perkebunan secara optimal, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

4. Mengembangkan usaha perkebunan berlandaskan ekonomi yang berkeadilan.

2.2 Struktur Organisasi

Selanjutnya pada tahun 2000 terjadi Perubahan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan berdasarkan PERDA No. 15 tahun 2000 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Wakil Kepala Dinas

3. Bagian Tata Usaha, dibantu oleh 3 Sub Bag yaitu:

a. Sub Bagian Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum

4. Sub Dinas Bina Program, dibantu oleh 3 Seksi yaitu:

a. Seksi Data dan Informasi

b. Seksi Penyusunan Program

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

5. Sub Dinas Bina Produksi, dibantu oleh 3 Seksi yaitu:

a. Perbenihan dan Pengembangan Komoditas

b. Sarana dan Prasarana Produksi

c. Intensifikasi dan Rehabilitasi

6. Sub Dinas Bina Usaha, dibantu oleh 3 Seksi yaitu:

a. Seksi Pemberdayaan SDM dan Permodalan

b. Seksi Manajemen dan Kelembagaan

c. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran

7. Sub Dinas Pengendalian, dibantu oleh 3 Seksi yaitu:

a. Pelestarian Lahan dan Lingkungan

b. Perlindungan Tanaman Perkebunan

c. Penataan Areal dan Pengembangan Perkebunan

2.2.1 Skema Organisasi
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2.3 Deskripsi Jabatan Dinas Perkebunan

Menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 41 Tahun 2001 tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unit Dinas Perkebunan Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1.     
Kuasa Pengguna Anggaran

Tugas
: 
Penanggung jawab program dan Kuasa Pengguna Anggaran

Fungsi
: 
Melakukan pengawasan melekat terhadap program, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan anggaran.

Kegiatan
:

a. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksaan kegiatan, yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen di bidang administrasi maupun teknis;

b. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkannya kepada Pejabat Eselon I/ penanggung jawab program yang bersangkutan;

c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;

f. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;

g. Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

h. Menunjuk dan menetapkan P2K (Pusat);

i. Mengusulkan Bendahara Pengeluaran, P4, P2K kepada Gubernur;

2. 
Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4)/SPM
Tugas 
: 
Menguji dan Menertibkan SPM

Fungsi 
:
Menguji, memeriksa kelengkapan berkas SPP dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penertiban SPM.

Kegiatan
:

a. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP kemudian menyerahkan tanda terima SPP berkenaan;

b. Menyampaikan SPP kepada Pejabat Penguji SPP untuk melakukan pengujian;

c. Mengonsep dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;

d. Bertanggung jawab atas kelancaran dan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar;

e. Menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4)/SPM dibantu oleh staf:

· Verifikasi SPM
Tugas 
:
Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal pengujian dan penertiban Surat Perintah Membayar (SPM).

Fungsi 
: Melakukan penelaahan dan perhitungan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen dan menertibkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan 
: 

a. Menyelenggarakan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

b. Mengumpulkan data laporan SPM;

c. Mengolah data yang akan diperiksa sesuai dengan urutan untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan;

d. Memeriksa laporan SPM untuk mengetahui kebenaran laporan;

e. Memeriksa SPM dan mencocokkan dengan anggaran yang tersedia;

· Pelaksana Administrasi

Tugas 
: Membantu Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran dalam mempersiapkan SPM

Fungsi 
: Mencatat, melaporkan dan menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar, serta menyeleksi dan mengujinya sesuai administrasi Kelengkapan SPM.

Kegiatan 
: 

a. Melakukan pencatatan terhadap SPP yang diterima;

b. Menyiapkan dokumen-dokumen SPM serta menyeleksi untuk pengajuan pembayaran kegiatan dalam bulan berjalan;

c. Menyiapkan SPM sesuai administrasi kelengkapannya dan mencocokkan dengan anggaran yang tersedia;

d. Mencatat dan memberi nomor SPM yang terbit;

· Pelaksana Dokumen

Tugas 
: Membantu pejabat penguji dan Perintah Pembayaran dalam tugas yang berhubungan dengan dokumen-dokumen SPM

Fungsi 
: 
Menyimpan dan menyusun data catatan dan dokumen-dokumen SPM

Kegiatan
:

a. Menyimpan data dan catatan yang berhubungan dengan kelengkapan SPM;

b. Menyusun dokumen-dokumen SPM untuk diajukan pembanyakannya, sesuai dengan kegiatan bulan berjalan.
3. 
Bendaharawan Pengeluaran

Tugas
: 
Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004.

Fungsi
:
Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004. 

Kegiatan

:

a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanakan APBN pada kantor/ satuan kerja lingkup Departemen Pertanian;

b. Membayar dana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran;

c. Membuat teguran kepada pelaksana kegiatan yang lalai atau belum menyampaikan pertanggungjawaban;

d. Mempertanggungjawbkan seluruh uang dan surat berharga yang berada dalam pengawasannya;

e. Menyusun Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk disampaikan kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran;

f. Meneliti kelangkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

g. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

h. Menguji ketersedian dana yang bersangkutan;

i. Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak terpenuhi;

j. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

4. 
Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)/ Pelaksana KPA

Tugas
:
Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh   Kuasa Pengguna Anggaran.

Fungsi
: 
Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Kegiatan
:

a. Menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;

c. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

d. Menyelenggarakan pengarahan teknis dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan anggaran;

e. Menguji kebenaran atas hak tagih
5. PUM (Pemegang Uang Muka) melaksanakan tugas dan fungsi sbb:

Tugas
:
Membantu Koordinator Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya dibidang Keuangan.

Fungsi
:
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan Koordinator Pelaksana Kegiatan sesuai perundangan yang berlaku

Kegiatan
:

a. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, membayar, membukukan dan pertanggungjawaban keuangan Koordinator Pelaksana Kegiatan yang dikelolanya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

b. Menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka kerja termasuk pengerjaan pembukuan dan penyimpanan dokumentasi.

c. Melakukan kerjasama/ koordinasi dengan Pembantu Bidang Keuangan.

d. Membuat laporan periodik atau insidentil mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemegang Uang Muka (PUM) dibantu oleh staf:

· Pencatat Pembukuan

Tugas
: 
Membantu tugas Bendahara Pengeluaran 

Fungsi
: 
Mencatat semua dokumen-dokumen/ tanda bukti transaksi ke dalam Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu BKU

Kegiatan
:

a) Mencatat semua dokumen-dokumen/ tanda bukti yang berhubungan dengan transaksi keuangan pada BKU (Buku Kas Umum);

b) Mencatat semua dokumen-dokumen/ tanda bukti pembayaran ke dalam buku-buku Pembantu BKU, seperti buku kas, buku pajak, buku mata anggaran dan lain-lain.

· Pembuat Dokumen

Tugas
:
Membantu Bendahara Pengeluaran dalam tugas yang berhubungan dengan dokumen-dokumen.

Fungsi
: Menyimpan dan menyusun data, catatan dan dokumen-dokumen.

Kegiatan
:

a) Menyimpan data dan catatan yang berhubungan dengan kelengkapan pengeluaran;

b) Menyusun dokumen-dokumen SPM untuk diajukan pembanyakannya, sesuai dengan kegiatan bulan berjalan.
· Verifikasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban)

Tugas dan Fungsi:  Melakukan pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dan melakukan perhitungan SPJ disesuaikan dengan anggaran.

6. 
PUB Administrasi

Tugas
: 
Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam Bidang Administrasi

Fungsi
:
Menyelenggarakan kegiatan administrasi, kerumahtanggaan, personal dan pengadaan, sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijaksanaan Pejabat Pembuat Komitmen.

Kegiatan
:

a. Menyelenggarakan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Satker;

b. Menyelenggarakan Administrasi kepegawaian dari seluruh tenaga Satker;

c. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, penyimpanan, penyaluran bahan dan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Menyusun pedoman penggunaan dan perawatan bahan dan peralatan;

e. Menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan pertanahan.
7. 
PUB Perencanaan, Evaluasi dan Perkreditan

Tugas
:
Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

Fungsi
: 
Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Satker sesuai kebijaksanaan Pejabat Pembuat Komitmen dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan Satker.

Kegiatan
:

a. Menyusun rencana dan melaksanakan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis  dilapangan;

b. Menyusun rencana pembiayaan tahunan menurut rencana kerja yang telah ditetapkan;


c. Mengumpulkan mengolah dan menelaah laporan pelaksanaan satker dilapangan;

d. Menyusun dan menyajikan data umum, melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi serta  menyusun laporan Satker;
e. Dalam melaksanakan tugas Pembantu Utama Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi bertanggung Jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Pelaksana Kegiatan

Tugas 
:
Membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat komitmen

Fungsi
: 
Merencanakan dan melaksanakan operasional lapangan baik secara teknis maupun administrasi untuk mencapai tujuan/sasaran.

Kegiatan 
:

a. Mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada program dan kegiatan masing-masing Pelaksana Kegiatan (PK) sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan yang berlaku

b. Menyelenggarakan pengarahan teknis dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik tingkat provinsi maupun kabupaten sesuai dengan program dan kegiatannya.

c. Melakukan koordinasi dengan Sub. Dinas lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan instansi lainnya.

d. Menyiapkan Rencana Anggaran Tahunan dari seluruh kegiatan Satuan Kerja sesuai dengan program Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Pelaksana Kegiatan (PK) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf Teknis dan Administrasi.
2.4 Aspek Kegiatan Dinas Perkebunan

Dalam aspek kegiatan ini, Dinas Perkebunan berlaku sebagai pembimbing dan pembantu dalam pembangunan perkebunan. Adapun tugas Dinas Perkebunan yaitu:

a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan
b. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
c. Pembinaan dan pengembangan sarana perkebunan
d. Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan dan keamanan pangan

e. Pembinaan dan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan perkebunan
























PAGE  

